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MOTO
“Dadio Gurune Jagad”
(Haji Nurhasa" Al-Ubaidah)

“Jujur dalam kedudukan-kedudukan agama. Ini adalah derajat tertinggi, seperti
jujur dalam takut dan berharap, zuhud dan ridha, cinta dan tawakkal. Karena
perkara-perkara ini memiliki dasar pijakan, memiliki tujuan-tujuan
juga hakikat. Orang yang jujur yang sebenarnya merupakan

orang yang meraih hakikatnya.”

' Dikutip dari Mukhtashar Minhjil Qashidin. him 466.
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RINGKASAN

Tanah merupakan karunia Tuhan yang sangat besar, sekaligus sebagai
sumber daya alam bagi bangsa dan negara. Semua orang memiliki hak untuk
menguasai tanah, sesuai dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya di sebut UUPA) di
dalam pasal 4 ayat (1). Sering kali di jumpai batas-batas kepemilikan hak atas
tanah yang melampaui batas hak milik orang lain. Fakta yang terjadi di Kabupaten
Kediri, Provinsi Jawa Timur, sebuah perusahaan yaitu PT. Secang Sukosewu
bergerak dibidang perkebunan untuk memproduksi getah karet yang memegang
sertipikat hak guna usaha seluas 416,540 Ha , ternyata dari luas tersebut ada batas
yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, karena beberapa tanah warga yang
berbatasan dengan tanah hak guna usaha yang di pegang oleh PT. Secang
Sukosewu hak kepemilikanya ikut. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik
untuk menulis tugas akhir berupa skripsi dengan judul “Penerbitan Sertipikat
Hak Guna Usaha Yang Batasnya Melampaui Hak Kepemilikan Tanah Pihak
Ke Tiga”.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Pertama, apakah sertipikat hak
guna usaha mempunyai kekuatan sebagai alat bukti tertulis. Kedua, apakah
penerbitan sertipikat hak guna usaha yang batas-batasnya melampaui hak
kepemilikan tanah pihak ke tiga dapat di batalkan. Ketiga, apa bentuk
perlindungan hukum bagi pihak ke tiga yang batas hak kepemilikan tanahnya
masuk dalam sertipikat hak guna usaha.

Tujuan penelitian dalam hal ini meliputi tujuan umum, untuk memenubhi
dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Jember. Serta tujuan khusus, untuk mengetahui
apakah sertipikat hak guna usaha mempunyai kekuatan sebagai alat bukti tertulis,
untuk mengetahui apakah penerbitan sertipikat hak guna usaha yang batas-
batasnya melampaui hak kepemilikan tanah pihak ke tiga dapat di batalkan, untuk
mengetahui apa bentuk perlindungan hukum bagi pihak ke tiga yang batas hak
kepemilikan tanahnya masuk dalam sertipikat hak guna usaha.

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah
Yuridis Normatif. Pendekatan yang digunakan oleh penulis yang sesuai dengan
permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu pendekatan Perundang-Undangan
dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan untuk mengkaji
permasalahan yang ada meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan non hukum, yang kemudian dilanjutkan dengan analisa terhadap bahan
hukum.
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Berdasarkan analisa dan pembahasan yang dilakukan, maka penulis dapat
menarik kesimpulan sebagai berikut: (1). Sertipikat Hak Guna Usaha adalah alat
bukti tertulis karena memuat data fisik dan data yuridis yang telah di daftarkan
dalam buku tanah, artinya sertipikat itu berbentuk tulisan, alat bukti tulis termuat
dalam Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164HIR. Sertipikat merupakan akta
otentik, Pasal 1868 KUH Perdata menjelaskan mengenai akta otentik, sertipikat
merupakan suatu akta otentik karna dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh
undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk
itu yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan di tempat di mana akta dibuatnya.
(2). Sertipikat HGU yang batasnya melampaui batas hak atas tanah milik pihak
ketiga dapat di batalkan, pembatalan dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu,
pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi yang diterbitkan
karena permohonan, pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi
yang diterbitkan tanpa ada permohonan, pembatalan hak atas tanah karena
melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (3).
Perlindungan hukum bagi pihak ke tiga yang batas hak kepemilikan tanahnya
masuk dalam sertipikat hak guna usaha adalah dapat mengajukan pembatalan
sertipikat HGU PT.Secang Sukosewu melalui Instansi Badan Pertanahan Nasional
(BPN) atau melalui jalur litigasi/Pengadilan. Didominasinya sistem publikasi
ngeatif menjadikan pihak ketiga (warga) dapat mengajukan pembatalan sertipikat
HGU PT.Secang Sukosewu.

Saran dalam skripsi ini yaitu : Pertama, BPN selaku pejabat yang
berwenang untuk membuat sertipikat, sebelum menerbitkan sertipikat ketika
pengambilan data fisik dan data yuridis haruslah di lakukan dengan maksimal
agar terhindar dari kesalahan yang mengakibatkan kecacatan dalam sertipikat,
sehingga dalam pembuktian sertipikat tersebut di katakan sebagai alat bukti tulis
yang cacat hukum. Kedua, Kepada pemilik hak atas tanah baik dari pihak ketiga
(warga) atau dari pihak PT.Secang Sukosewu ketika melakukan pendafataran di
harapkan beritikad untuk memberi informasi yang benar dan juga memasang
batas-batas tanah dengan jelas, sehingga data yang di masukkan ke dalam
sertipikat tidak salah dan sertipikat tidak di kategorikan sebagai sertipikat yang
cacat hukum yang nantinya dapat berujung pada pembatalan sertipikat. Ketiga,
BPN sebagai satu-satunya lembaga di bidang pertanahan dalam melaksanakan
tugas haruslah sesuai dengan tugas dan fungsi BPN yang diembannya, dan juga
bertanggung jawab atas kelalaiannya yang di perbuatnya, karna kelalaian tersebut
mengakibatkan ketidak jelasan atas sertipikat hak milik yang di miliki oleh pihak
ketiga (warga).
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tanah merupakan karunia Tuhan yang sangat besar, sekaligus sebagai
sumber daya alam bagi bangsa dan negara. Tanah adalah benda yang sangat
penting bagi manusia, karena di situ tempat manusia hidup, tumbuh dan
berkembang. Untuk bertahan hidup manusia membutuhkan makanan, dengan cara
menanam tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan makanan di atas tanah.
Mengingat sangat bernilainya tanah bagi manusia dan juga tanah dapat di jadikan
sebagai sarana tolak ukur kesejahteraan bangsa, maka di perlukan campur tangan
negara untuk mengaturnya. Negara memiliki peran penting untuk mewujudkan
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang
Dasar 1945 yaitu melalui pembangunan dalam segala aspek kehidupan sesuai
kepentingan masyarakat dan kepentingan umum, seperti pemukiman rakyat,
pembangunan jalan raya, perkebunan dan sebagainya.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (untuk
selanjutnya disebut UUD 1945) yang berbunyi “bumi dan air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hak menguasai dari negara tersebut dapat
diartikan memberi wewenang kepada negara, dian taranya untuk mengatur dan
menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi,
air dan ruang angkasa. Modal utama dalam pembangunan adalah tanah,
masyarakat menggantungkan hidupnya pada manfaat tanah, karena hubungan
antara tanah, masyarakat dan negara bersifat abadi. Tanah adalah benda tidak
bergerak/benda tetap karena sifatnya. Tanah tidak dapat dipindah-pindahkan,
yang dapat berpindah ialah hak-hak atas sebidang tanah dibuktikan dengan akta
otentik.> Kehidupan manusia berhubungan sangat erat dengan tanah, setiap
orang membutuhkan tanah dan ketika meninggalpun orang masih berhubungan
dengan tanah. Oleh karna itu tanah bisa di katakan sebagai kebutuhan fital bagi

manusia.

? Florianus SP, 2007, Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah, Visimedia, Jakarta, him. 22.
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Semua orang memiliki hak untuk menguasai tanah, sesuai dengan Undang-
Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk
selanjutnya di sebut UUPA) di dalam pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa :

atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana yang dimaksud

dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan

bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai

olen orang-orang yang baik diri sendiri maupun bersamasama

dengan orang-orang serta badan-badan hukum.

Kebutuhan tanah untuk masyarakat yang semakin lama semakin banyak
menjadi tidak seimbang, yang kemudian menimbulkan persoalan dalam berbagai
segi. Sudah sejak dulu tanah menjadi sumber konflik, banyak orang rela
melakukan apa saja demi mempertahankan tanah miliknya. Dengan munculnya
konflik tentang tanah, hukum memiliki peranan penting dalam memper jelas dan
menyelesaikan permasalahan hak kepemilikan tanah. Untuk menjamin kepastian
hukum mengenai hak-hak atas tanah perlu dilakukan pendaftaran tanah, termuat
dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang tujuan
pendaftaran tanah.® Melakukan pendaftaran tanah memang solusi untuk mendapat
kepastian hukum dalam melindungi hak-hak atas tanah. Namun penyelenggara
pendaftaran tanah di Indonesia saat ini bisa dikatakan masih belum bisa berjalan
dengan lancar yang kemudian mengakibatkan terjadinya sengketa tanah di
masyarakat.

Kepastian hukum tersebut berbentuk sertipikat tanah yang di terbitkan oleh
Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sertipikat merupakan alat bukti otentik di buat
secara tertulis dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, karna akta
otentik di buat oleh pejabatan atau pegawai umum dan di dalam bentuk di
tentukan oleh undang-undang, termuat dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Alasan
lain yang menyatakan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna karena
memiliki kekuatan pembuktian secara formal dan materiil. Secara formal
keterangan yang di buat di dalamnya benar adanya, bentuknya sudah jelas dan
lembaga penerbitnya juga sudah jelas. Secara materiil semua orang harus

meyakini kebenaran dari isi sertipikat kecualai di buktikan lain. Karena dalam

* Rusmado Murad, 2007, Administrasi Pertanahan Cetakan Pertama, Mandar Maju,
Bandung, him.2.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

faktanya ada suatu batas yang berbeda antara yang ada di fakta dan di dalam
sertifikat.

Banyak kasus sengketa tanah terjadi di indonesia, sering kali di jumpai
batas-batas kepemilikan hak atas tanah yang melampaui batas hak milik orang
lain. Sesuai fakta yang terjadi di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur ada
sebuah perusahaan yaitu PT. Secang Sukosewu bergerak dibidang perkebunan
untuk memproduksi getah karet yang memegang sertipikat hak guna usaha seluas
416,540 Ha , ternyata dari luas tersebut ada batas yang tidak sesuai dengan fakta
di lapangan, karena beberapa tanah warga yang berbatasan dengan tanah hak guna
usaha yang di pegang oleh PT. Secang Sukosewu hak kepemilikanya ikut. Tanah
hak guna usaha ini di peroleh dari hasil jual beli dengan pihak pertama (pemilik
perkebunan sebelumnya) pada tahun 1984 dengan keadaan demikian adanya.
Warga sudah mengurus/menggarap tanah tersebut selama bertahun-tahun dan juga
memiliki bukti sertipikat, namun beberapa masih berbentuk petok dan ada juga
yang tidak memiliki sertifikat atau petok. Kemudian hal inilah yang menimbulkan
konflik bagi masing-masing pemegang hak atas tanah tersebut.

Berdasarkan hal tersebut keduanya memiliki bukti otentik yang kuat yaitu
sertipikat, meskipun beberapa masih menggunakan bukti petok. Seseorang atau
badan hukum dapat di katakan sebagai empunya suatu bidang tanah jika memiliki
alat bukti, dalam Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ UUPA dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan
Pemerinta Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan dengan jelas bahwa sertipikat
berfungsi sebagai alat bukti atas tanah yang sah. Sertipikat terbit jika dilakukan
pendaftaran tanah di kantor pertanahan kota atau kabupaten, jika suatu bidang
tanahnya tidak didaftarkan maka tanah tersebut tidak akan memiliki sertipikat.
Namun sertipikat sendiri bukanlah satu-satunya alat bukti hak atas tanah, Pasal
164 HIR, Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUHPerdata menyebutkan ““Alat-alat
bukti terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-
persangkaan, pengakuan dan sumpah”.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis tugas akhir berupa
skripsi dengan judul “PENERBITAN SERTIPIKAT HAK GUNA USAHA
YANG BATASNYA MELAMPAUI HAK KEPEMILIKAN TANAH PIHAK
KE TIGA”.
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan

dibahas sebagai berikut:

1.

Apakah sertipikat hak guna usaha mempunyai kekuatan sebagai alat
bukti tertulis?

Apakah penerbitan sertipikat hak guna usaha yang batas-batasnya
melampaui hak kepemilikan tanah pihak ke tiga dapat di batalkan ?

Apa bentuk perlindungan hukum bagi pihak ke tiga yang batas hak
kepemilikan tanahnya masuk dalam sertipikat hak guna usaha ?

1.3. Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang jelas, tepat

dan sesuai dengan yang dikehendaki, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu tujuan

umum dan tujuan khusus.

1.3.1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum yang hendak di capai dalam penyusunan dan

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.

Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam
memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas
Jember.

Sebagai salah satu bentuk penerapan ilmu pengetahuan, khususnya
disiplin ilmu hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan
praktek yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Memberikan informasi dan untuk mengembankan pemikiran yang
berguna bagi kalangan umum dan mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Jember serta Almamater.

Untuk memperluas serta mengembankan pemahaman terhadap aspek-

aspek hukum, baik dalam teori maupun kenyataan.

1.3.2. Tujuan Khusus
Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah tujuan yang berkaitan

dengan obyek studi yang dibahas, yaitu:
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1. Untuk mengetahui apakah sertipikat hak guna usaha mempunyai
kekuatan sebagai alat bukti tertulis.

2. Untuk mengetahui apakah penerbitan sertipikat hak guna usaha yang
batas-batasnya melampaui hak kepemilikan tanah pihak ke tiga dapat di
batalkan.

3. Untuk mengetahui apa bentuk perlindungan hukum bagi pihak ke tiga
yang batas hak kepemilikan tanahnya masuk dalam sertipikat hak guna
usaha

1.4. Metode Penelitian.

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya
ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan
menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar dan juga dapat
dijalankan secara ilmiah, penggunaan metode dalam melakukan suatu penelitian
merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum.
Penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah dapat digunakan untuk
menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh
sehingga mendapatkan kesimpulan sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk
menjawab isu yang dihadapi.* Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan
alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian untuk
menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan, maka dalam penelitian proposal skripsi ini
digunakan metode sebagai berikut:

1.4.1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mengidentifikasi sumber hukum yang
dapat diterapkan pada problem hukum tertentu dan menemukan solusi atas
problem yang diidentifikasi tersebut.” Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis
dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif oleh
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang dikutip dalam bukunya Dyah Ochtorina

Susanti dan A’an Efendi disebut juga dengan istilah kepustakaan. Nama penelitian

* peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup
Jakarta, 2010,. him. 35

*Dyah Ochtorina Susanti & A’an Efendi, “Penelitian Hukum (Legal Research)”, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2014), him. 31.
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hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan
cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.’
1.4.2.Pendekatan Masalah

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap obyek
studi yang diteliti sangat tergantung pada cara pendekatan (approach) yang
digunakan. Jika cara pendekatan yang digunakan tidak tepat, maka bobot
penelitian dan kebenaran tidak akurat. Adapun pendekatan masalah yang
digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dilakukan dengan
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut
dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan undang-undang
dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis
maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.” Pendekatan
perundang-undangan (Statue Approach) digunakan untuk mengetahui
konsep kepemilikan hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

b. Pendekatan konseptual, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk
memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiyah berdasarkan konsep-
konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.® Prinsip-
prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun
doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum
dapat juga ditemukan di dalam undang-undang. Hanya saja dalam
mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami
konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang

ada.’

Kedua pendekatan tersebut diatas, digunakan untuk mengkaji
peraturan peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang penerbitan
sertipikat hak guna usaha yang batas-batasnya melampaui hak

kepemilikan tanah pihak ke tiga.

® Ibid., him. 19.

"Ibid, him.110.

®M Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer,
Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, him 47.

%Peter Mahmud Marzuki, op. Cit., him. 138.
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1.4.3.Bahan Hukum
Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum, tanpa
bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum
yang ditengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan
bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.®Adapun sumber bahan
hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:
1.4.3.1.Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer (primary source) menurut Morris L. Cohen adalah
aturan-aturan tertulis tentang perilaku manusia yang dilakukan oleh Negara.'*Bahan
hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan (legislation), putusan
pengadilan, dekrit eksklusif dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan badan
administrasi.
Bahan hukum primer yang dipergunakan sebagai sumber untuk mengkaji
setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini antara lain:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
2. Herzien Inlandsch Reglement (H.1.R)
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960
Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2043 disahkan pada tanggal 24 September 1960);
4. Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Luas Tanah
Pertanian;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015
Tentang Badan Pertanahan Nasional.
1.4.3.2.Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder (secondary source) meliputi buku teks, risalah,
komentar, pernyataan-pernyataan dan majalah-majalah yang menjelaskan dan

memaparkan hukum kepada praktisi, ilmuan dan mahasiswa.'?Bahan hukum

©1pid, him 48.
Y1bid, him 49
2| pid, him. 50
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sekunder tersebut merupakan bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer
dalam menjawab isu hukum yang ada.

Bahan hukum sekunder yang dijadikan sebagai bahan hukum untuk
membantu menjawab isu hukum terkait penerbitan sertipikat hak guna usaha yang
batas-batasnya melampaui hak kepemilikan tanah pihak ke tiga tentulah harus
kepustakaan-kepustakaan yang berhubungan dengan hal tersebut serta mampu
menjawab apa yang menjadi pertanyaan atau permasalahan dalam penulisan
skripsi ini.

1.5. Analisis Bahan Hukum

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan dengan
langkah-langkah mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang
tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak di pecahkan.
Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum sekiranya di pandang
mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan
berdasarkan bahan-bahan yang telah di kumpulkan, menarik kesimpulan dalam
bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi
berdasarkan argumentasi yang telah di bangun di dalam kesimpulan.*®

Bahan-bahan hukum vyang telah terkumpul tersebut disusun secara
sistematis dan terarah dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan
pembahasan dari yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus dan di
harapkan memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya di tetapkan

berkaitan dengan permasalahan yang terkait.

Blpid, him. 171
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hak Atas Tanah
2.1.1.Pengertian Hak Atas Tanah

Pasal 2 ayat (3) UUPA menjelaskan tanah harus di gunakan dengan sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat, sesuai dengan Pasal 14 dan adanya
kewajiban untuk memelihara serta menambah kesuburan tanah yang di gunakan
tersebut. Pasal 2 ayat (3) UUPA menunjukkan bahwa tanah memiliki aspek
penting yaitu hak dan penggunaan.

Hak atas tanah adalah hak penguasaan atas tanah yang isinya memuat
serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya
untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang menjadi haknya.** Sesuatu yang
boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat itu merupakan isi hak penguasaan yang
menjadi barometer di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam
Hukum Tanah.

Negara memiliki kewenangan dalam menentukan hak-hak atas tanah yang
di miliki atau di berikan kepada perorangan dan badan hukum yang pastinya harus
sesuai dengan persyaratan yang telah di tentukan. Didalam pasal 4 ayat (1) dan
ayat (2) UUPA kewenangan yang di maksut, yaitu :

Ayat (1) : Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang
dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas
permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada
dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama dengan
orang lain serta badan- badan hukum.

Ayat (2) : Hak-hak atas tanah yang di maksud dalam ayat (1) Pasal
ini  memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang
bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada
diatasnya sekedar di perlukan untuk kepentingan yang langsung
berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas
menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain
yang tinggi di perlukan untuk kepentingan yang langsung
berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas

* Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria, Djambatan, Jakarta, 2003, him. 24.
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menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain

yang lebih tinggi”.

Diberikannya hak atas tanah, maka antara orang atau badan hukum telah
terjalin suatu hubungan hukum, dimana dapat dilakukan perbuatan hukum oleh
yang mempunyai hak itu terhadap tanah kepada pihak lain."> Hak pada dasarnya
merupakan kekuasaan yang di berikan hukum kepada seseorang terhadap suatu
benda atau prestasi, yang kemudian menimbulkan hubungan hukum anatara
subjek dan objek. Jadi ketika seseorang memperoleh suatu hak atas tanah maka
kekuasaan atas tanah tersebut telah ikut melekat serta di ikuti pula dengan
kewajiban yang telah di tentukan oleh hukum. Pada umumnya perolehan hak atas
tanah yaitu ada yang secara originair, misalnya okupasi yaitu membuka tanah
langsung dan juga ada secara derivatife, yaitu karena terjadi peralihan hak secara
yuridis, misalnya jual beli, tukar menukar dan sebagainya.

Masayarakat di berikan wewenang dalam menggunakan tanah atas dasar
hak-hak yang disediakan oleh UUPA untuk digunakan dan dimanfaatkan. Pada
Pasal 22 ayat (2), Pasal 31 dan Pasal 37 UUPA mengatur bahwa hak atas tanah
dapat terjadi karena melalui penetapan pemerintah, yaitu pemberian atau
penetapan hak atas tanah kepada subyek hak baik perseorangan maupun badan
hukum dengan obyek suatu bidang tanah. Penguasaan tanah merupakan awal
permulaan diberikannya hak atas tanah, dengan kata lain penguasaan tanah secara
fisik atau hanya menguasai tanah tanpa ada alas hak tertulis merupakan salah satu
faktor utama dalam rangka pemberian hak atas tanahnya. Alas hak secara yuridis
biasanya berbentuk tertulis dengan suatu surat keputusan, surat keterangan, surat
pernyataan, surat pengakuan, akta otentik maupun surat di bawah tangan dan
sebagainya. Di pertegas dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala BPN Nomor 3
Tahun 1997, alas hak tersebut diberi istilah data yuridis, yakni penjelasan
mengenai status hukum bidang tanah, pemegang hak, dan pihak lain serta beban-
beban lain yang membebaninya.

Suatu hak selalu berkaitan dengan empat unsur, yaitu sebyek hukum, obyek
hukum, hubungan hukum, yang mengikat pihak lain dengan kewajiban, dan

'> Wantijk Saleh, Hak Anda Atas Tanah, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, him 15.
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perlindungan hukum.'® Jika di kaitan dengan hak penggunaan atau pengelolaan
maka hak tersebut memiliki subyek yaitu lembaga instansi dan badan hukum
pemerintah, sedangkan Obyek dari hak pengelolaan adalah tanah, yang mana di
kuasai oleh negara. Jika hal itu tidak di perdulikan maka yang terjadi akan muncul
konflik atau pelanggaran hak, maka subyek atau pemegang hak tersebut harus
meminta bantuan perlindungan hukum kepada pengadilan.
2.1.2.Macam-Macam Hak Atas Tanah

Hak atas tanah bersumber dari hak penguasaan negara, hak atas tanah
tersebut dapat di berikan kepada perseorangan maupun secara bersama-sama atau
kelompok (badan hukum).!” Di tiap-tiap hak pasti memiliki unsur kebersamaan,
karena secara langsung ataupun tidak langsung hak atas tanah bersumber pada hak
negara yang merupakan hak bersama, dalam Pasal 6 UUPA menyebutkan “semua
hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Berbagai macam hak atas tanah telah
termuat dalam Pasal-Pasal UUPA, yaitu Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (1)
dan Pasal 53. Pasal 4 ayat (1) dan (2) berkaitan dengan wewenang negara dalam
menentukan hak atas tanah yang di miliki atau di berikan baik sendiri maupun
bersama-sama. Penentuan hak atas tanah dari pasal 4 tersebut termuat dalam Pasal
16 ayat (1), berbunyi:

Ayat (1) : “Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4
ayat (1) ialah:

. Hak Milik;

Hak Guna-Usaha;

Hak Guna-Bangunan;

Hak Pakai;

Hak Sewa;

Hak Membuka Tanah;

Hak Memungut Hasil Hutan;

Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di
atas yang akan di tetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak
yang sifatnya sementara sebai yang di sebutkan dalam Pasal 53.

SQ@ o o0 o

Hak sementara tersebut dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) isinya yaitu :

Ayat (1) : “Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud
dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil,

'® Zain Ramli, Hak Pengelolaan dalam sistem UUPA PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1995,
hlm 37.

" Boedi Harsono, HUKUM AGRARIA INDONESIA:Sejarah Pembentukan undang-
undang pokok agrariaisi dan pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta,2003, him 275
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hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk
membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang
ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang
singkat”.
Ayat (2) : “Ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) dan (3) berlaku terhadap
peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini”.
Semua macam-macam hak-hak atas tanah yang telah di sebutkan di atas,
terbagi menjadi dua yaitu hak atas tanah yang bersifat tetap dan sementara;
1. Hak atas tanah yang bersifat tetap.
A. Hak Milik
Pengertian hak milik (eigendom) di dalam KUHPerdata di atur
dalam Pasal 570 KUHPeradata, di dalamnya sekaligus mengatur batasan-
batasan terhadap penggunaan hak miliki. Pasal 570 KUHPerdata:

Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan
sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu d